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ABSTRAK

Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam
berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih
kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang
kuat melaksanakan Pemerintahan dalam membangun masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
Mekanisme Penetapan Dana Desa dan Kendala serta Upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau
Kabupaten Padang Pariaman. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif
yang dipergunakan ialah sistem hukum, pendekatan hukum serta undang-undang
yang terkait dengan desa dan melakukan wawancara langsung engan dilapangan
sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil yang diperoleh adalah
pemerintah desa harus mengedepankan musyawarah untuk memenuhi kebutuhan
riill masyarakat. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan
hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam
melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada
masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekretaris
Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas
yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Adapun yang
menjadi Kendala dalam melakukan musyawarah penganggaran ini banyak
masyarakat yang pola fikirnya masih minim, akan tetapi kedepannya
pemerintahan nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir akan melakukan Sosialisasi
manfaatnya dana desa, seperti melakukan penyuluhan bahwa dana desa ini bisa
dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kebutuhan bersama-sama
bukan untuk kebutuhan pribadi.



